BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 183/650/ TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BANK PENYALUR
DANA PROGRAM BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Operasional  Penyelenggaraan Dana  Alokasi Khusus
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka
perlu menetapkan Bank Penyalur; '

D, S P, W S

b. bahwa berdasarkan pertimbargan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Bank Penyalur Dana Program Bantuan Stimulan
Rumah Swadaya Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020;

[

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

Mengingat :

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); |

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Républik Indonesia
Nomor 4355); /




4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah. beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5557);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322); /



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
257);

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/KMK.011/1986
tentang Penyimpanan Uang Negara pada Bank-Bank
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 318/KMK.02/2004 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
17/KMK.011/1986 tentang Penyimpanan Uang Negara pada
Bank-Bank Pemerintah;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional
Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 226);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe//

Tahun 2009 Nomor 5);



16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe Tahun 2019
Nomor 4);

17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010
Nomor 23);

18. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor
33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Bank Negara Indonesia Cabang Tahuna sebagai
Bank Penyalur Dana Program Bantuan Stimulan Rumah
Swadaya Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Hak dan kewajiban sebagai penyimpan uang ditetapkan dalam
perjanjian dan ketentuan serta perundang-undangan yang
berlaku.

KETIGA : Jasa giro atas penyimpanan uang pada Bank Penyalur
sebagaimana diktum KESATU harus disetorkan langsung pada
rekening pemerintah daerah dan Bendahara Umum Daerah
yang akan dibukukan pada rekening penerimaan jasa giro.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 24 Juni 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,
/

JABES EZAR GAGHANA




